












KATA PENGANTAR 

 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan penyesuaian atas dokumen 

perencanaan yang menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima 

tahun. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan 

mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan srategis untuk 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya 

manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun. 

 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Gresik menyusun Renstra tahun 2021–2026, yang mencakup 

Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis 

Perangkat Daerah; Tujuan dan  Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program 

dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. 

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan  bagi  Badan  Kesatuan  

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun 

waktu lima tahun 2021–2026. 

 

Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik selaku pelaksana kebijakan dalam 

bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik 

menyusun perubahan Renstra Tahun 2021–2026 dalam rangka menjaga sinkronisasi dan 

harmonisasi dengan perubahan peraturan perundang-undangan. 

 

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra perubahan ini, kami 

menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik dan Tim Penyusun  Renstra  yang telah berusaha dengan penuh 

kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. 

Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa  dan  politik  merupakan  salah satu 

aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan 

nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi 

oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia melalui pengembangan  sistem politik yang demokratis dan 

berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan 

kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan 

adanya suatu perencanaan yang baik. 

 

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam 

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan 

merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 

 

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian 

otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen 

perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan 

suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan 

satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan  

pembangunan  daerah  merupakan  sub-sistem dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional. 

 

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, 

serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 202, mengamanatkan 

Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat -Badan Kesbangpol- 

tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Bupati Gresik yang 



 

 

mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-

Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum. Sekaligus sebagai 

konsekuensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, fungsi 

perlindungan masyarakat beralih dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke OPD 

pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

 

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan 

pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gresik untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun (2021-

2026). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. 

 

Hal tersebut diatas merupakan suatu bentuk upaya nyata dalam melaksanakan 

Visi dan Misi Bupati Gresik, yaitu :”, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan 

Kabupaten Gresik, terutama misi ke -, yaitu :; dan misi ke - , yaitu :  . 

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa 

dan politik di Gresik dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan 

nasional, penyesuaian Renstra Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik selain mengacu 

pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2021-

2026, juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Politik 

dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri; Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Gresik tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Nasional. 

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 

2021 – 2026 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanggunan 

Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik melalui beberapa tahapan proses penyusunan 

Perubahan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut : 

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 



 

 

Kabupaten Gresik; 

2. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Gresik; 

3. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik; 

4. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Gresik; dan 

5. Penetapan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gresik. 

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sama seperti pada bagan alir penyusunan 

Renstra sebagaimana dijabarkan pada Gambar 1.1. 

 

 

 

Gambar 1.1. 

Bagan Alir 

 

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dinilai 

urgen dengan pertimbangan : 

1. Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sesuai Peraturan Bupati Gresik 

Nomor 36 Tahun 2021; 

2. Perubahan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanggunan Daerah 

sesuai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembanggunan Daerah yang tertuang dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tahun 

2021. 

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gresik Tahun 2021-2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapaten Gresik diharapkan 

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan 

tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat 

Daerah. 

 

 



 

 

1.2. Landasan Hukum 

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hokum bagi penyusunan Perubahan 

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik  Tahun 2021 – 2023 adalah: 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan 

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik; 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

14. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 

16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 



 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor  Tahun  tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kabupaten 

Gresik; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor  Tahun  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun -; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor  Tahun  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gresik Tahun -; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 15 tahun 2020; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarakat; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum 

Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka 

Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 dan 

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi 

Penyelenggaraan Pendidikan Politik; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan 

Pengawasan Orang Asing dan Lembaga; 



 

 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di 

Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah 

Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, 

Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan 

Kebangsaan; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi 

Penanganan Konflik Sosial; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Dan  Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 - 2026 adalah Penyesuaian indikator dan target kinerja dalam 

rangka menjabarkan visi dan misi Bupati,  yang  tercantum  dalam RPJMD Kabupaten 

Gresik 2021-2026, yaitu : “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan 

Berakhlakul Karimah”, dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan jangka 

menengah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta sebagai pedoman penyusunan 

rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

yaitu tahun 2021-2026. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik 

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik 

secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan. 



 

 

2. Mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gresik ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan. 

3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Gresik di urusan ketentraman dan ketertiban 

umum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, pengganggaran, 

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan 

pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Gresik untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-

2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang 

tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan 

Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber 

Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan 

dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik. 

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 

Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik Kabupaten 

Gresik; Telaaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih; Telaah  Renstra  K/L; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 

dan KLHS; serta Penentuan Isu- Isu Strategis. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

Bab ini memuat tentang Tujuan  dan  Sasaran  Jangka  Menengah Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang disertai dengan indikator 

kinerja targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. 

Bab  V Strategi dan Arah Kebijakan 

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik melalui metode analisis SWOT yang 



 

 

nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat 

Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator 

Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya, sehingga penentuan 

program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai. 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator 

Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga 

ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing 

perangkat daerah yang merujuk pada indikator program. 

Bab VIII Penutup 

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran 

steakholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Gresik, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas 

kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. 



 

 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk 

pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. 

Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  yang  merupakan OPD atau OPD pelaksana 

urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal. 

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di 

daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan 

pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik tetap merupakan OPD Kabupaten Gresik di bawah Bupati Gresik, 

sampai dengan peraturan  tersebut diatas di undangkan. Hal ini menyebabkan OPD 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik berpayung pada dua Peraturan  

Daerah  Kabupaten Gresik yaitu Perda Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan 

Perda Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan tupoksi, 

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan 

fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, 

yang berkedudukan di bawah dan  bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah (Sekda). 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik  mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan 

bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, 

ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup kabupaten; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik; 



 

 

e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik menurut PP. Nomor 18 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 36 Tahun 

2021 terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Wawasan Kebangsaan, membawahkan: 

1. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama; 

2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. 

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, membawahkan: 

1. Subbidang Politik Dalam Negeri; 

2. Subbidang Organisasi Masyarakat. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Gambar struktur 

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik, 2022 

 

Adapun uraian tugas pokok sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang 

adalah sebagai berikut : 

a. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, 

kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga 

kantor serta pengkoordinasian Badan penyusunan rencana program, evaluasi dan 

pelaporan. 

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

1. pengordinasian kegiatan Badan; 

2. pengordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan; 

3. pengordinasian pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

dan Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan; 

4. penyusunan kerangka regulasi dalam rancangan kebijakan Badan; 

5. pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan; 



 

 

6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 

7. pengendalian pelaksanaan tata laksana kerja Badan; 

8. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 

pengadaan barang/jasa di lingkup Badan; 

9. pengkoordinasian badan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian 

atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pengadaan 

barang/jasa milik negara di lingkup Badan; dan 

10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan 

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana usulan kebutuhan Program Anggaran dan Keuangan; 

b. mengelola administrasi keuangan, penyusunan perencanaan strategis, 

rencana kerja tahunan dan penyusunan pelaporan kinerja Badan; 

c. mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan 

Badan; 

d. melaksanakan verifikasi kelengkapan  bukti administrasi Program 

Anggaran dan Keuangan; 

e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi 

kinerja Program Anggaran dan Keuangan; 

f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi Program Anggaran dan 

Keuangan; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

administrasi keuangan program dan laporan; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain  yang  diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

2. subbagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; 

b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan; 

c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan 

mempersiapkan sarana prasarana kantor; 



 

 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan badan pimpinan; 

f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor; 

g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai 

dan pengembangan kompetensi pegawai; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

b. Bidang Kesatuan Bangsa 

Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, 

sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala 

Bidang Kesatuan Bangsa, menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah; 

2. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah; 

3. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah 

kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 



 

 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 

penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah; 

4. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 

bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah; 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang 

ideologi, wawasan  kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 

kepercayaan di wilayah Daerah; 

b. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 



 

 

kepercayaan di wilayah Daerah; 

c. menyiapkan bahan koordinasi Badan lintas sektor di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di 

wilayah Daerah; 

d. melaksanaan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di 

wilayah Daerah;  

f. melaksanakan tugas kedinasan lain  yang  diberikan oleh Kepala Bidang 

Kesatuan Bangsa. 

2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 

kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 

serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan 

konflik; 

b. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 

negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta 

penanganan konflik; 

c. menyiapkan bahan koordinasi Badan lintas sektor di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 

dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; 

d. melaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 



 

 

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 

dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain  yang  diberikan oleh Kepala Bidang 

Kesatuan Bangsa. 

c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi,  fasilitasi kelembagaan         pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik serta  pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan 

organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 

kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 

kemasyarakatan asing. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan,  pemberdayaan 

organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 

kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 

kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; 

2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi 

kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan 

mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 

kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; 

3. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, 

pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan,  



 

 

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 

organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; 

4. pelaksanaan koordinasi Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi 

kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan 

mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 

kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, 

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi 

kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan 

mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 

kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri. 

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik; 

b. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan 

situasi politik; 

c. menyiapkan bahan koordinasi Badan lintas sektor di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik; 

d. melaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum 



 

 

kepala daerah, dan pemantauan situasi politik; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik; 

f. melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Politik Dalam Negeri. 

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. 

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang 

pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 

kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 

kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 

kemasyarakatan asing; 

b. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 

organisasi kemasyarakatan asing; 

c. menyiapkan bahan koordinasi Badan lintas sektor di bidang pendaftaran 

organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 

evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan 

organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 

d. melaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran organisasi 

kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan 

mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 

kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran 

organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 

evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan 

organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain  yang  diberikan oleh Kepala Bidang 

Organisasi Kemasyarakatan. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai 

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

 



 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

Sumber Daya Manusia 

a)   Jumlah dan Status Kepegawaian 

Jumlah pegawai dan status kepegawaian  Badan  Kesatuan  Bangsa dan 

Politik Kabupaten Gresik sampai bulan Mei 2022 sebanyak 28 orang. Jumlah 

tersebut terdiri dari 22  orang  pegawai negeri sipil (PNS) dan 6 orang tenaga 

harian lepas. Dari 28 orang pegawai tersebut, sebanyak 20 orang laki-laki 

dan 8 orang perempuan. 

 

Tabel 2.1 

Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik 

Menurut Struktur dan Bidang 

Bidang dan Bagian Jumlah 

Kepala Badan 1 

Sekretaris - 

1. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan 1 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa 1 

1. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama 

1 

2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik 1 

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 1 

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri 1 

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan 1 

Kelompok Jabatan Fungsional - 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik, 2022 

 

b.  Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian 

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 28 orang PNS yang bekerja di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, sebanyak 4 orang pegawai 

berpendidikan Strata 2  (Pasca Sarjana), 1 3  orang berpendidikan Strata 1 

(sarjana), tidak ada pegawai yang berpendidikan Diploma III, 4 orang 

berpendidikan SLTA, dan tidak ada pegawai berpendidikan SLTP dan SD. 



 

 

Tabel 2.2 

Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan 

Jenjang 

Pendidikan 

Jumlah 

Strata 2 4 

Strata 1 13 

 

Jenjang 

Pendidikan 

Jumlah 

Strata 2 4 

Strata 1 13 

Diploma 3 - 

SLTA 4 

SLTP - 

SD - 

Total 21 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik, 2022 

 

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 21 orang  PNS, terdiri dari 

Golongan II 3 orang; Golongan III 15 orang; Golongan IV 3 orang; 

 

Tabel 2.3 

Pegawai Badan Kesbangpol Kebupaten Gresik  Menurut Kepangkatan 

NO 
PANGKAT/ 

GOLONGAN 

TAHUN 

2022 

(1) (2) (3) 

A GOLONGAN II 3 

1 II/a - 

2 II/b - 

3 II/c - 

4 II/d 3 

B GOLONGAN III 14 

5 III/a 5 

6 III/b 3 

7 III/c 1 

8 III/d 5 



 

 

C GOLONGAN IV 4 

9 IV/a 3 

10 IV/b - 

11 IV/c 1 

12 IV/d - 

D TOTAL 21 

E KETERANGAN  

13 Pensiun 1 

14 Mutasi Keluar - 

15 Mutasi Masuk - 

16 Meninggal - 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik, 2022 

 

Aset/Modal OPD 

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas 

pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dilengkapi 

dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari : 



 

 

Tabel 2.4 

Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 

KODE 

BARANG 

 

NAMA BIDANG BARANG 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

JMLH NILAI JMLH NILAI JMLH NILAI JMLH NILAI JMLH NILAI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

A TANAH           

1 Tanah           

B PERALATAN MESIN           

2 Alat-Alat Besar           

3 Alat-Alat Angkut 6 521.196.756 6 521.196.756 6 521.196.756 6 521.196.756 6 521.196.756 

4 Alat-Alat Bengkel           

5 Alat-Alat Pertanian           

6 Alat Kantor dan RT 26 122.839.318 34 163.507.818 44 241.779.318 47 245.109.586 47 245.109.568 

7 Alat Studio & Komunikasi 6 20.791.304 6 20.791.304 6 20.791.304 6 20.791.304 6 20.791.304 

8 Alat Kedokteran           

9 Alat Laboratorium           

10 Alat Keamanan           

C GEDUNG DAN BANGUNAN           

11 Bangunan Gedung           

12 Bangunan Monumen           

D JALAN, IRIGASI & JARGN           

13 Jalan Jembatan           

14 Bangunan Air / Irigasi           

15 Instalasi           

16 Jaringan           

E ASET TETAP LAINNYA           

17 Buku Perpustakaan           

18 Brg Bercorak Kesn/Kebdy 8 198.803.000 8 198.803.000 8 198.803.000 8 198.803.000 8 198.803.000 

19 Hewan Ternak & Tmbhn           

F KONSTRUKSI DLM PGRJN           



 

 

20 Bangunan Gedung           

21 Bangunan Monumen           

 TOTAL 46 863.630.378 54 904.298.878 64 982.570.378 67 985.900.646 67 985.900.628 



 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dapat 

dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas Wilayah; Politik dan 

Demokrasi; serta Pembinaan Ormas, LSM dan OKP, dengan  penjabaran sebagai 

berikut : 

a. Kondusivitas Wilayah 

Secara umum situasi daerah-daerah di Kabupaten Gresik  selama kurun  

waktu 2016-2021 aman  dan   tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali 

ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak 

pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 s/d 2021, 

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya  serta masih adanya 

paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat. 

 

Tabel 2.5 

Frekuensi Unjuk Rasa di Gresik Menurut Kelompok Pelaku 

No Kelompok Massa 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Guru       

2 Mahasiswa     1 1 

3 Buruh    4 4 8 

4 Masyarakat       

5 Warga Desa      1 

6 Ormas/Parpol    1 6 6 

Jumlah    5 11 16 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik, 2022 

 

Tabel 2.6 

Frekuensi Unjuk Rasa di Gresik Menurut Tuntutan 

No Tuntutan 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Ideologi       

2 Politik     1 1 

3 Ekonomi     6 3 

4 Sosbud    1  11 

5 Hukum dan HAM    4 2  

6 Pendidikan       

7 Kesehatan     2 1 



 

 

Jumlah    5 11 16 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik, 2022 

 

Sementara itu, sepanjang 2016-2021, tercatat fluktuasi jumlah orang asing 

di Gresik. Mayoritas dari mereka adalah tamu serta tenaga kerja asing. 

 

Tabel 2.8 

Jumlah Orang Asing Pendatang di Kabupaten Gresik 

No Keterangan Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Corp 

Diplomatik 

      

2 Tamu Asing       

3 Riset Asing       

4 Shooting 

Film/artis 

Asing 

      

 Jumlah kali       

1 Wartawan 

Asing 

      

2 Tenaga

 kerja 

asing 

53 53 107 64 - 76 

3 Atlet Asing       

 Jumlah orang 53 53 107 54 - 76 

Sumber : Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, 2022 

 

b. Politik dan Demokrasi 

Kondisi politik di Kabupaten Gresik dapat digambarkan melalui 

pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada  yang 

berjalan demokratis dan  tertib  tanpa disertai pengerahan massa yang 

berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih  dalam  perhelatan  pemilu 

memiliki kecenderungan yang serupa di tingkat nasional, yang terus menurun. 

 

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik 

sebagaimana Tabel 2.9: 

 
 
 



 

 

Tabel 2.11 
Pendidikan Politik Masyarakat 

Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 
 

No 

 

Kegiatan 

Tahun (Kegiatan) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Pendidikan politik bagi elemen 

masyarakat 

 8 6 4 6  

 

2 

Penguatan sistem dan 

implementasi kelembagaan 

parpol 

  1 1 1  

3 Penguatan budaya dan etika 

politik masyarakat 

  1    

JUMLAH  8 8 5 7  

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik, 2022 

 

c. Pembinaan LSM, Ormas dan OKP 

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda 

(OKP) selama kurun waktu 2016-2021 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan 

potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana pada Tabel 2.11 

 

Tabel 2.13 
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP    

Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 
No. KEGIATAN TAHUN (kegiatan) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Pembinaan Ormas/ SM Kabupaten    60 60 60 

2. Verifikasi dan Pembinaan Ormas/LSM    17 10 23 

JUMLAH    77 70 83 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Gresik, 2022 

 

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

1. Tantangan 

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasikan 

tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi 

eksternal. 

 

 

 



 

 

a. Kondisi internal 

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu : 

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai 

dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan  di  bidang  

kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal. 

3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk 

mendukung pelaksanaan progam dan kegiatan yang ada. 

4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman 

aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa 

menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan 

Bangsa dan Politik di kabupaten/kota. 

5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang 

bisa menghambat proses 

 

b. Kondisi Eksternal 

Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Gresik juga menghadapi beberapa tantangan yang 

berasal dari kondisi eksternal : 

1. Mobilitas penduduk yang cukup  tinggi  antar  wilayah 

kabupaten/kota di Kabupaten Gresik dan antar Provinsi yang 

mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk 

secara optimal. 

2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan 

proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah. 

3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Gresik yang belum sepenuhnya 

merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial 

ekonomi akibat kesenjangan ekonomi. 

4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya 

memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau 

nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi 

menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat. 

5. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Gresik yang mayoritas 

masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan 

partisipasi politik masyarakat.  



 

 

6. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Gresik, seperti 

daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah 

perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk 

memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan 

kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat. 

7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya 

ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan 

UUD 1945. 

8. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan 

masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum. 

9. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya 

pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya 

sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di 

masyarakat. 

 

2. Peluang 

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan  kegiatan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam lima tahun ke 

depan adalah : 

a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun 

sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan 

sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undnag 

politik, wacana penyelengaraan sistem pemilukada serentak, dan wacana 

pemilihan Bupati oleh DPRD; 

b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang 

tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas 

yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat; 

c. Adanya kesamaaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan  misi  kepala 

daerah Kabupaten Gresik dalam RPJMD Gresik 2021-2026 yaitu “ 

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan 

Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah” khususnya misi ke-4 terkait 

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul 

Karimah; 

d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga donor lain 

yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 



 

 

BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat  Indonesia pada 

umumnya dan Kabupaten Gresik pada khususnya, maka masalah- masalah yang 

dihadapi Badan Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Kabupaten Gresik berdasarkan tugas, 

pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah : 

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional : 

a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, 

Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme; 

b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum 

berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi; 

c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama 

agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah. 

2. Bidang Ketahanan Bangsa :  

a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba; 

b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan  nilai- nilai 

budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi 

moral dan budaya di masyarakat; 

c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi 

menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar 

beragama/penghayat kepercayaan; 

d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan 

hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial; 

e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan 

kerawanan konflik di masyarakat. 

3. Bidang Politik Dalam Negeri : 

a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan 

demokrasi; 

b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target 

nasional; 

c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu. 

 

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat  

dirumuskan dalam tabel berikut : 

 



 

 

Tabel 3.1. 
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1. Masih Rendahnya 

Pemahaman 

Masyarakat 

Dalam Menjaga 

Kesatuan  Bangsa 

dan Politik 

Kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

terhadap 

kesatuan bangsa 

Menurunnya pemahaman dan 

pengamalan nilai-nilai ideologi 

Pancasila, Wawasan Kebangsaan 

dan Nasionalisme 

Masih maraknya potensi gangguan 

keamanan dan ketertiban umum 

berupa aksi-aksi unjuk rasa atau 

demonstrasi 

Masih munculnya konflik dan 

kegiatan  terorisme  atau  kekerasan 

atas nama agama akibat aktualisasi 

pemahaman keagamaan yang salah. 

Derasnya arus masuk budaya asing 

yang kurang sesuai dengan nilai- 

nilai budaya bangsa dan Pancasila 

yang berdampak pada adanya 

dekadensi moral dan budaya di 

masyarakat. 

Menurunnya tingkat toleransi antar 

umat beragama, yang berpotensi 

menimbulkan ketidakharmonisan 

hubungan antar umar 

beragama/penghayat kepercayaan 

Kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang demokratisi, penegakan 

hukum dan HAM yang berpotensi 

terjadinya konflik dan disintegrasi 

sosial 

Berkurangnya ketahanan ekonomi 

masyarakat, yang bisa 

menimbulkan kerawanan sosial dan 
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konflik di masyarakat. 

Kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

terhadap politik 

Belum  optimalnya peran partai 

politik dalam proses penguatan 

kualitas dan kapasitas kelembagaan 

demokrasi 

Rendahnya pemahaman tentang 

etika dan budaya politik demokratis 

Masih terjadinya konflik politik 

dalam pelaksanaan pemilu 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik telah menetapkan 

visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: "Mewujudkan 

Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan 

Berlandaskan Akhlakul Karimah" 

Dari visi tersebut maka dapat dirumuskn dalam penjelasan sebagai berikut : 

1. Gresik yang lebih mandiri 

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi 

salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk 

kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan 

mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang 

mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan 

masyarakat Gresik secara kolektif kolegial mampu memenuhi kewajibannya baik dosmetik 

maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. 

Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang 

kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, 

dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah. 

2. Gresik yang Sejahtera 

Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang 

diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap 

warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan 

https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c6UQHrl
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#col10vhCxD
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#col10vhCxD
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#col10vhCxD
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#col10vhCxD
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c0mykWS
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c0mykWS
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c0mykWS
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c0mykWS
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c1rgsBw
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c1rgsBw
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c3JMsqa
https://eplanning.jatengprov.go.id/renstra/masalah/home#c3JMsqa


 

 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak 

dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-

potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh 

pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan 

dalam kehidupan sosial. 

3. Gresik yang Berdaya Saing 

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah 

daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah 

yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur 

ditujukan untuk medukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan 

pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau 

bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah 

produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang 

menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, 

baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan 

marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan 

infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 

seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di 

area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. 

Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat 

Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan. 

4. Gresik yang Berkemajuan 

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik 

bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, 

memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan 

intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk 

membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah 

wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang 

berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu 

memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki 

kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta 

memiliki karakter yang kuat. 

5. Gresik yang  Berlandaskan Akhlakul Karimah 

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul 

Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban 

sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk 

membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-



 

 

nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia 

Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan 

pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang 

berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan 

material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas 

moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan 

akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi 

pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang 

tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang 

hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga 

dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta 

tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki 

pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter. 

 

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah 

dituangkan kedalam empat (4) misi, yaitu sebagai berikut : 

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan 

kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif  

2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota  

3.  Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah  

4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah  

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik 

 

Penjelasan Misi pembanguan Gresik dirumuskan sebagaimana berikut :  

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan 

kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif  

Komitmen mengenai tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta 

mewujudkan kepemimpinan yang inoavatif dan kolaboratif selaras dengan tujuan besar 

Reformasi Birokrasi di Indonesia yang deliberative dengan mengikutkan masyarakat sebagai 

sumber kebijakan, birokrasi yang innovative yang selalu memperbaiki performancenya dan 

penciptaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah 

akan dielaborasi dengan pendekatan pembangunan yang partisipatoris dan inklusif. Tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan akuntable juga mewujudkan pola kepemimpinan yang 

bercorak kolaboratif, dimana rangkaian kebijakan yang diimplementasikan dilaksanakan tidak 

secara sentralistis dan terpusat namun melalui pembentukan rangkaian network policies 

(jejaring kebijakan ) yang melibatkan unsur birokrasi pemerintahan, FORKOPIMDA, kalangan 



 

 

legislative, aktor-aktor strategis masyarakat sipil, tokoh keagamaan maupun para pelaku 

ekonomi.  

Prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan 

yang inovatif dan kolaboratif mensyaratkan bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja 

sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola 

pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar good governance yaitu civil society 

sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, wirausahawan untuk menciptakan tatanan 

ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang transparan, responsive dan accountable. Dalam 

tata kelola pemerintahan yang baik, ruang pengambilan kebijakan menjadi ruang yang terbuka, 

transparan dan akuntabel bagi keterlibatan setiap warga negara untuk memperjuangkan 

kehidupannya.  

Sementara prinsip kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif berarti bahwa 

pemerintah mendorong agar dalam setiap proses pengambilan kebijakan, aparat birokrasi 

bekerja untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam konteks pelayanan public dan penciptaan 

kesejahteraan dengan kreativitas sosial yang bersifat dinamis dengan melibatkan berbagai 

unsur aktor strategis dimasyarakat dan pelaku dunia usha sehingga tidak ada yang tertinggal 

dalam proses pembangunan yang berjalan. Sehingga dalam tata kelola pemerintahan Gresik 

kedepan melalui sistem pelayanan publik yang terbuka dan bersifat inklusif, pemerintah 

bertanggung jawab dan menjamin agar mereka yang berada pada kondisi rentan dan marjinal 

mendapatkan perhatian penuh dalam proses pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel juga mendorong pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 

ruang publik yang bebas sebagai manifestasi kontrol terhadap pembangunan dalam relasi 

negara dan masyarakat yang demokratis. 

 

2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota 

Misi pembangunan Gresik kedepan berorientasi pada penyediaan infrastruktur yang 

berdaya saing guna memakmurkan desa dan menata kota. Gresik adalah wilayah yang memiliki 

sumber daya sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sangat besar dan tersedia baik di 

wilayah kota maupun pedesaan. Proses pembangunan yang membebaskan setiap potensi 

kekuatan dan sumber daya warga Gresik harus mempertimbangkan upaya untuk mendorong 

kemajuan bersama baik warga yang hidup di kota maupun di desa. Sehingga melalui 

pembangunan yang berorientasi maju bersama ini, seluruh komponen masyarakat dalam lintas 

geografis maupun sectoral tidak hanya tersentuh namun berdaya melalui proses 

pembangunan. Prinsip pembangunan yang memperhatikan kemakmuran desa dan penataan 

desa juga sejalan dengan dimensi pembangunan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan 

yaitu pembangunan yang mengutamakan keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan 

Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi 



 

 

disertai pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antar kelompok, sektor maupun antar 

wilayah.  

Salah satu inisiatif kebijakan praktikal yang bisa dijalankan untuk menjawab tantangan 

pembangunan yang menyentuh aspek untuk memakmurkan desa maupun menata kota adalah 

dengan menyiapkan infrastruktur sosial yang dibutuhkan oleh warga desa maupun kota untuk 

memajukan taraf hidup mereka. Pembangunan berbasis penyediaan infrastruktur sosial adalah 

fondasi dari pelayanan public oleh pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga. Dimana orientasi dari pembangunan ini 

diabdikan untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, perluasan akses sosial-

ekonomi warga, orientasi pada efisiensi dan mendorong daya kompetisi warga baik ditingkat 

desa maupun kota. 

 

3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah 

Salah satu misi utama dalam pembangunan sosial yang dikawal oleh tata kelola 

pemerintahan yang baik dan jejaring kebijakan (policy network) yang tersebar adalah 

penciptaan kemandirian ekonomi antar warga. Misi untuk mendorong kemandirian ekonomi 

warga Gresik dalam rencana pembangunan selama lim tahun kedepan berorientasi agar warga 

Gresik secara bertahap mampu terbebas dari belenggu kemiskinan, memiliki kemandirian 

untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mampu mengakses pasar bagi penguatan kualitas 

kehidupan mereka yang lebih baik, guna meningkatkan produktivitas dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi dari kabupaten Gresik.  

Agar tercipta kemandirian ekonomi secara kolektif dikalangan seluruh warga Gresik, 

maka pembangunan ekonomi yang dilakukan baik antar sector maupun antar wilayah harus 

berjalan seimbang, setara dan mendorong pada kemajuan dan inovasi. Kemandirian ekonomi 

dapat tercipta ketika terjadi praktik ekonomi atar sector dan antar wilayah yang bercorak 

symbiosis mutualisme, dimana terjadinya proses pembangunan ekonomi yang mampu 

membangun mekanisme pasar berkeadilan sekaligus saling memanfaatkan kekuatan ekonomi 

dari masing-masing sektor dan wilayah. Ketimpangan ekonomi adalah tantangan yang harus 

dilampaui dalam misi pembangunan yang berbasis pada kemandirian ekonomi antar-sektor 

dan antar wilayah. Mengingat bahwa ketimpangan ekonomi yang berjalan antar wilayah 

maupun antar sector menunjukkan belum bekerjanya kolaborasi dan inovasi diantara sector 

ekonomi maupun wilayah yang berdasarkan pada kapasitas untuk saling memanfaatkan 

keunggulan ekonomi dari masing-masing sector dan wilayah. Untuk menjawab tantangan 

tersebut maka pemerintahan Gresik bekerja bersama-sama dengan aktor-aktor strategis 

masyarakat sipil dan pelaku usaha untuk mendorong sector-sektor ekonomi yang mampu 

mengangkat potensi dan modal dari setiap sector ekonomi dan wilayah Gresik agar menopang 

kemandirian ekonomi dari warga Gresik. 



 

 

4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah 

Pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistic mendorong pada proses 

peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistic dan integrative. Dimana proses 

penguatan SDM di Gresik yang memerdekaan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk 

mendorong baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. 

Dimana proses pembangunan pendidikan warga Gresik secara keseluruhan tersebut 

bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan cerdas, mandiri, sehat dan 

berakhlakul karimah. 

Dengan meningkatkan kualitas SDM serta pendidikan yang bercorak holistic tersebut, 

maka terbangun kapasitas warga Gresik yang memiliki selain keunggulan kecerdasan dak 

kemandirian, juga dilandasi oleh karakter religious yang disinari oleh akhalakul karimah. 

Selain penguatan pendidian yang holistic, penciptaan karakter warga Gresik yang paripurna 

hanya dapat berjalan dengan baik dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal menjaga ketahanan hidup dari warga Gresik. 

Keholistikan karakter mulia dari warga Gresik akan sangat membantu untuk 

menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar warga Gresik. Kerjasama dan 

gotong royong inilah menjadi perekat kohesivitas sekaligus modal sosial yang sangat penting 

bagi keberhasilan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan Gotong-

royong, secara holistik adalah nilainilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama 

berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapai berbagai tantangan 

zaman. Kota Gresik adalah wilayah historis yang terkenal dengan corak wilayah budaya 

santri yang mewarisi nilai-nilai kearifan budaya local tersebut. Kerjasama dan gotong royong 

memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Kabupaten Gresik yang 

dilandasi oleh hadirnya manusia Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul 

karimah. 

5.  Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik 

Peningkatan kesejahteraan sosial dan penciptaan lapangan kerja maupun pemenuhan 

kebutuhan dasar Masyarakat Gresik merupakan amanah fundamental dari konstitusi UUD 

1945. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di 

Gresik. Dalam proses tata kelola pemerintahan berbasis jejaring kebijakan dan 

kepemimpinan kolaboratif antara segitiga antara pemerintah warga dan sektor privat 

(Public Private Partnership), pemerintah Kabupaten Gresik akan membuka seluas-luasnya 

lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi antar 

sectoral, serta melayani warga Gresik untuk menjamin kebutuhan dsar mereka. Tujuan dari 

semua itu proses pembangunan di Gresik akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang 

layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat. 



 

 

 

Sedangkan dari penjabaran misi tersebut kemudian dituangkan dalam Program 

Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri : 

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas 

Berdasarkan Good and Clean Governance  

Tujuan pertama dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :  

a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan 

publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.  

b. Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level 

pemerintahan. 

2. Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan 

Tujuan kedua dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut : 

a. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing 

b. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan 

berkelanjutan 

c. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan 

3. Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif 

Tujuan ketiga dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut : 

a. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah 

4. Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan 

berlandaskan akhlakul karimah 

Tujuan keempat dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan 

b. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi dalam 

Masyarakat 

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan 

Tujuan keempat dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut : 

a. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak Pada Penanggulangan 

Kemiskinan 

 

Dari Misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

secara langsung dan tidak langsung mendukung semua Misi yang tercantum, 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah ;  

Dalam mewujudkan Masyarakat Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan 

Berakhlakul Karima. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

bekerjasama denga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan instansi terkait 



 

 

untuk meredam segala tindakan konflik SARA untuk menciptakan kehidupan 

Masyarakat Gresik yang aman dan nyaman. 

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan 

Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif ; 

Reformasi Birokrasi yang tercermin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik melalui dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik 

yang responsif  dalam  menangani  aduan dan persoalan di masyarakat. Hal tersebut 

didukung dengan pelayanan publik yang mudah, murah, serta cepat didukung dengan 

inovasi dan teknologi informasi melalui media sosial. 

Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota; 

Dalam Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah melakukan pendidikan 

baik mengenai kehidupan berdemokrasi, politik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila 

dan Wawasan Kebangsaan, rasa cinta tanah air dan kehidupan bertoleransi antar 

umat beragama. 

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah ; 

Program penurunan angka kemiskinan diterjemahkan oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat 

terkait dampak dan kesenjangan ekonomi yang berhubungan dengan kesatuan 

bangsa dan politik di daerah. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mengatasi akan 

segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun 

dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin 

kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara yang berlandaskan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah 

Pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistic mendorong pada proses peningkatan sumber 

daya manusia yang bercorak holistic dan integrative. Dimana proses penguatan SDM di Gresik yang 

memerdekaan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk mendorong baik kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana proses pembangunan pendidikan warga 

Gresik secara keseluruhan tersebut bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan 

cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah. 

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik 

Peningkatan kesejahteraan sosial dan penciptaan lapangan kerja maupun pemenuhan kebutuhan 

dasar Masyarakat Gresik merupakan amanah fundamental dari konstitusi UUD 1945. Amanah 

fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Gresik. Dalam proses 

tata kelola pemerintahan berbasis jejaring kebijakan dan kepemimpinan kolaboratif antara 



 

 

segitiga antara pemerintah warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah 

Kabupaten Gresik akan membuka seluas-luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas 

wilayah dan pertumbuhan ekonomi antar sectoral, serta melayani warga Gresik untuk menjamin 

kebutuhan dsar mereka. Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Gresik akan memastikan 

hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat. 

 

Kemudian, dari Program Kerja yang tercantum, Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik sesuai dengan tupoksinya termasuk dalam Program : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 

2. Program Penguatan ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik 

Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sesuai dengan tupoksinya, 

mengambil fokus dalam membantu mewujudkan Misi ke-4 Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih yaitu : "Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, 

Sehat dan Berakhlakul Karimah" dengan cara mewujudkan wilayah Gresik yang aman 

dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat 

beragama dalam kerangka NKRI. Untuk itu cara pengukuran yang tepat adalah 

melalui Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks Kebebasan Sipil), Indeks 

Kerukunan Umat Beragama (Indeks Toleransi) dan Indeks Ketahanan Nasional 

(Indeks Ketahanan Sosial Budaya) dengan target capaian pada Tahun 2021-2026 

sebagai berikut: 



 

 

Tabel 3.2. 
Usulan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Gresik Tahun 2021-2026 

 
 

Misi 

 
 

Tujuan 

 
 

Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

 
 

Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Indikator 

 

Kondisi 

Akhir 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Membangun Insan Gresik 

Unggul yang Cerdas, 

Mandiri, Sehat dan 

Berakhlakul Karimah 

Menguatkan 

pembangunan 

manusia Gresik Baru 

yang berkualitas & 

berkeadilan 

berlandaskan akhlakul 

karimah 

Meningkatnya nilainilai 

Keagamaan, Kebudayaan 

dan Toleransi Dalam 

Masyarakat 

Indeks 

Kesalehan 

Sosial 

Angka N/A 61,67 64,83 67,21 69,42 71,16 74 74 

 

 

 



 

 

Tabel 3.3 
Telaah Visi, Misi dan Program KDH 

No Visi/Misi/Program Kerja KDH Tupoksi PD Permasalah

an 

Faktor Penghambat dan Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Visi :    

 "Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, 

Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan 

Berlandaskan Akhlakul Karimah" 

Membantu Bupati dalam 

melaksanakan Urusan Pemerintah di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

Menurunnya wawasan kebangsaan, 

rasa nasionalisme dan bela negara 

Faktor Penghambat : 

1. Meningkatnya apatisme terhadap 

pemerintahan 

2. Potensi Konflik Sosial akibat SARA dan 

dampak tekanan ekonomi 

3. Menurunnya sikap gotong-royong, tepo sliro 

dan saling menghargai 

Faktor Pendorong: 

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 

Kabupaten Gresik 

2. Meningkatnya kualitas apatur 

pemerintahan 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana 

4. Meningkatnya peran forum, 

ormas/LSM 

1.1 Misi :    

 Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, 

Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah; 

Pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan bidang kesatuan 

bangsa dan politik 

Kurangnya sosialisasi

 dan pemahaman 

masyarakat bidang kesatuan bangsa 

dan politik 

Faktor penghambat : 

1. Masuknya budaya dan ideologi asing akibat 

globalisasi  dan  kemudahan akses internet 

2. Kurangnya daya literasi masyarakat 

3. Menurunnya pelestarian budaya dan tradisi 

lokal 

Faktor Pendukung : 

1. Meningkatnya peran ormas/LSM 

2. Kemudahan akses informasi dan 



 

 

komunikasi 

1.1.1 Program Kerja :    

 a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daearah Kabupaten/Kota 

  Faktor Penghambat : 

1. Menurunnya karakter bangsa dan 

pergeseran nilai budaya masyarakat 

2. Kurangnya daya literasi masyarakat 

Faktor Pendukung : 

1. Meningkatnya peran ormas/LSM 

2. Kemudahan akses informasi dan 

komunikasi 

 b.  Program Penguatan ideologi Pancasila Dan 

Karakter Kebangsaan 

  Faktor Penghambat : 

1. Menurunnya karakter bangsa 

dan pergeseran nilai budaya masyarakat 

 c.  Program Peningkatan Peran Partai Politik 

Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik Dan Pengembangan 

Etika Serta Budaya Politik 

   

 d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan 

   

 e. Program Pembinaan Dan Pengembangan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

   

 f. Program Peningkatan Kewaspadaan 

Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

   

 

 

 



 

 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota 

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gresik yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki 

keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang 

terkait dengan tugas dan fungsi  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

agar pelaksanaanya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu 

memperhatikan Visi dan Misi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum 

Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Visi yaitu : Memperkuat Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang 

demokratis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 misi yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja 

pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, 

mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan 

bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum; 

2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk 

memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI; 

3. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu 

serentak tahun 2024; 

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten, sudah seharusnya apabila 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung 

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Sehingga dalam kerangka tugas dan 

fungsi Kesbangpol Kabupaten sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol 

Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan  bagi Kesbangpol Kabupaten. 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan 

strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. 

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) 

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 

dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 



 

 

10). 

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana 

Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, 

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 

lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2). 

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa ”Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.” 

Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai 

dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah “Kebijakan, rencana, dan/atau 

program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.” 

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi  dan  menimbulkan  dampak dan /resiko 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang 

muatan KLHS. Sehingga  perwujudan  dan  implementasi KLHS dan Renstra Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dapat sejalan tanpa ada implikasi yang 

signifian diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan 

Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan 

dengan  muatan KLHS. 

 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas  pokok  dan fungsi 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik,   telaah visi- misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral 

Politik dan Pemerintahan Umum Tahun  2015-2019  maka dapat dirumuskan isu-isu 

strategis pembangunan  di  bidang  kesatuan  bangsa dan politik Kabupaten Gresik 

untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : 

1. Kondusivitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam 

penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah; 

2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga 

ketahanan bangsa; 

3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 



 

 

BAB  IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi 

yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan 

dalam  bentuk  kuantitatif,  akan  tetapi  harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang 

ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan 

berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai 

berikut : ”Menurunnya Konflik Sosial”. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang 

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan 

49able pada penyusunan program dan kegiatan 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula 49able49tor sasaran. Yang 

dimaksud dengan 49able49tor sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap 

49able49tor sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing- 

masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam rencana strategis. 

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-

sasaran sebagai berikut : 

a. Menguatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga 

Pendidikan 

b. Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan 

Politik Dna Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

c. Memberdayakan Dan Mengawasi Organisasi Kemasyarakatan 



 

 

d. Membina Dan Mengembangkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

e. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dan Meningkatkan Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik beserta 50able50tor kinerjanya dapat dijelaskan 

dalam 50able berikut: 



 

 

Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

 

No 

 

Tujuan 

 

Sasaran 

 

Indikator Kinerja Tujuan 

dan Sasaran 

 

Kondisi 

Awal 

Kinerja 

 

 

Target Capaian 

 

Kondisi 

Akhir 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (

4

) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Menurunkan Konflik 

Sosial 

 A.  Persentase 

Penurunan 

Penyelesaian 

Konflik Sosial 

100% 100% 100% 10% 10% 10% 10% 10% 

1. Menunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Persentase Ketercapaian 

Sasaran Program OPD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Menguatkan Ideologi 

Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

di Satuan Lembaga 

Pendidikan 

 

Persentase Satuan 

Lembaga Pendidikan 

yang menerima 

penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

  f. Meningkatkan Peran 

Partai Politik Dan 

Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan 

Politik Dna 

Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik 

Persentase Target 

Partisipasi Masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  g. Memberdayakan Dan 

Mengawasi Organisasi 

Kemasyarakatan 

3. Persentase 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Yang Terdaftar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   4. Persentase Tingkat 

Kematangan 

Layanan 

Pengawasan 

Organsisasi 

Kemasyarakatan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  h. Membina Dan 

Mengembangkan 

Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Dan Budaya 

Persentase Penanganan 

Konflik Kerukunan 

Umat Beragama yang 

difasilitasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  i. Meningkatkan 

Kewaspadaan Nasional 

Dan Meningkatkan 

Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik 

Sosial 

Persentase 

Pembentukan FKDM 

ditingkat Kecamatan 

dan Desa 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 



 

 

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Kesekretariatan 

No Tujuan Sasaran 
Indikator Kinerja Tujuan 

dan Sasaran 

Kondisi Awal 

Kinerja 
Target Capaian Kondisi 

Akhir 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Meningkatkan tata 

kelola organisasi 

perangkat 

daerah 

 Nilai Kepuasan 

Masyarakat 

- - 60 65 70 75 80 80 

  Meningkatnya kualitas 

pelayanan 

perangkat daerah 

Nilai Kepuasan 

Masyarakat 

- - 60 65 70 75 80 80 

  Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP PD 81,83 88,64 88,76 88,88 89,12 89,24 89,36 89,36 

 



 

 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang 

dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah 

merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi 

merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan  terpadu  mengenai upaya 

mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya 

organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. 

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam 

perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya 

adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai 

sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan. 

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin 

dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik 

Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai berikut : 

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan 

pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi 

masyarakat guna mewujudkan stabilitas  kemanan lokal, regional, dan nasional; 

3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 

4. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 

5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, 

dan Keuangan; 

6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus 

dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program 

dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah 

kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat 

dilaksanakan. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah 



 

 

ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan 

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan  pencapaian  sasaran,  tujuan, serta visi dan misi 

instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik; 

2. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat  yang multi kultur; 

3. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan,  Timdu  PKS dan 

Forum/Tim lain-lainya hingga tingkat Desa; 

4. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta 

pengembangan seni dan budaya; 

5. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN; 

6. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan 

nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu); 

7. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela 

Negara; 

8. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam 

menjaga ketentraman dan ketertiban umum; 

9. Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif 

dan komprehensif; 

10. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan 

masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas); 

11. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan 

meredam konflik di masyarakat; 

12. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan  Bangsa dan 

Politik; 

13. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. 



 

 

Tabel 5.56 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
(1) (2) (3) (4) 

Menurunkan 
Konflik Sosial 

Menguatkan Ideologi Pancasila 
dan Karakter Kebangsaan di 
Satuan Lembaga Pendidikan 

Pembinaan wawasan kebangsaan dan 
ketahanan nasional dalam rangka 
memantapkan pengamalan Pancasila, 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian 
Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan 
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

a. Menumbuhkan semangat nasionalisme  dan  
mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur 

b. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu 
PKS dan Forum/Tim lain-lainya hingga tingkat Desa 

c. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN 

d. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan 
sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat 

e. Pembentukan Kader Wasbang, Toleransi dan Bela Negara 
 Meningkatkan Peran Partai 

Politik Dan Lembaga 
Pendidikan Melalui Pendidikan 
Politik Dna Pengembangan 
Etika Serta Budaya Politik 

Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 
politik, di masyarakat tentang etika dan budaya 
politik, demokrasi secara berkesinambungan 
dan komprehensif 

a. Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara 
terstruktur, intensif dan komprehensif 

b. Pemetaan Politik, potensi daerah dan potensi kerawanan 
konflik 

c. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi 
seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, 
dan disabilitas) 

d. Pembentukan Kader Politik 
 Memberdayakan Dan 

Mengawasi Organisasi 
Kemasyarakatan 

Menyelenggarakan kegiatan peningkatan 
kapasitas kelembagaan masyarakat melalui 
otimalisasi peran Organisasi Kemasyarakatan 

a. Sosialisasi UU tentang Ormas secara terstruktur, intensif dan 
komprehensif 

 Membina Dan 
Mengembangkan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

Menyelenggarakan kegiatan peningkatan 
kapasitas kelembagaan masyarakat melalui 
otimalisasi peran FKUB, 

a. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan 
etnisitas serta pengembangan seni dan budaya 

b. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 
5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, 
bersatu) 

 Meningkatkan Kewaspadaan 
Nasional Dan Meningkatkan 
Kualitas Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik Sosial 

Menyelenggarakan kegiatan peningkatan 
kapasitas kelembagaan masyarakat melalui 
otimalisasi peran FKDD, FKPT, FKDM, Tim 
Pora dan Timdu PKS 

a. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi 
terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum 

b. Pembentukan Kader Mediasi Konflik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Urusan Kesekretariatan 
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatkan 

Tata Kelola 

Organisasi 

Perangkat 

Daerah 

A.  Meningkatnya kualitas 

pelayanan Perangkat 

Daerah 

Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan 

Administrasi Pelayanan Perkantoran, 

Kepegawaian, dan Keuangan 

Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat 

Daerah 

B.  Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan 

Evaluasi Perangkat Daerah 

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

 
 

 



 

 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gresik Tahun 2022 – 2023  disusun  dengan  maksud  sebagai acuan dalam penyusunan 

rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. 

 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

Dalam Renstra Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten Gresik Tahun 

2022 - 2023 terdapat 5 (lima) Program, sebagaimana berikut : 

1. Program Penguatan Ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

Indikator kinerja program atau outcome  terkait presentase  Satuan Lembaga 

Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan, serta dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan Jumlah 

Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

Indikator kinerja program atau outcome  terkait presentase  target partisipasi 

masyarakat, serta dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan Jumlah 

Dokumen  Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.  

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

Indikator kinerja program atau outcome  terkait presentase  Organisasi 

Kemasyarakatan Yang Terdaftar dan Persentase Tingkat Kematangan Layanan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, serta dengan kegiatan dan output atau 

indikator kegiatan Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga. 

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan 

Budaya 

Indikator kinerja program atau outcome  terkait presentase  Penanganan Konflik 

Kerukunan Umat Beragama Yang Difasilitasi, serta dengan kegiatan dan output 

atau indikator kegiatan presentase  Penanganan Konflik Kerukunan Umat 

Beragama Yang Difasilitasi 

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 



 

 

Indikator kinerja program atau outcome  terkait presentase  Pembentukan 

FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa, serta dengan kegiatan dan output atau 

indikator kegiatan Jumlah Dokumen Rumusab Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Indikator kinerja program atau outcome adalah Nilai Kapasitas Internal 

Organisasi dan Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD, dengan kegiatan 

dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase Kebutuhan 

Pelaporan Kinerja Dan Keuangan (Persen). 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator keluaran dari 

kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan 

pelaporan keuangan. 

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator keluaran dari 

kegiatan ini adalah Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini Persentase kebutuhan fasilitasi 

sarana dan prasarana aparatur. 

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator 

keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase jasa fasilitasi sarana dan 

prasarana aparatur. 

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase 

fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah. 

 

6.2. Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif 

Terlampir



 

 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

7.1.  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Gresik 

2022 – 2023 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja 

penyelenggaraan pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, 

sebagaimana tabel terlampir. 

 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 

No 

Indikator 

Kinerja Utama 

Perangkat 

Daerah 

Kondisi 

Awal 

Kinerja 

Target Capaian Kondisi 

Akhir 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Persentase Penurunan 

Penyelesaian Konflik 

Sosial 

100% 100% 100% 100% 10% 10% 10% 10% 

 

Dari Indikator Kinerja Utama OPD, kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator 

Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat 

dalam Indikator Program, sebagaimana tabel terlampir, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 7.2 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik  

Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Tahun 2021-2026 

No 

Indikator Kinerja 

Utama Perangkat 

Daerah 

Kondisi 

Awal 

Kinerja 

Target Capaian Kondisi 

Akhir 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Persentase Satuan 

Lembaga Pendidikan 

yang menerima 

penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Persentase Target 

Partisipasi Masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Persentase Organisasi 

Kemasyarakatan Yang 

Terdaftar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Persentase Tingkat 

Kematangan Layanan 

Pengawasan Organsisasi 

Kemasyarakatan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Persentase Penanganan 

Konflik Kerukunan Umat 

Beragama yang 

difasilitasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Persentase Pembentukan 

FKDM ditingkat 

Kecamatan dan Desa 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

BAB VIII  

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus 

memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif 

dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Gresik. 

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai 

dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis 

yang mendesak. 

Target dan sasaran pada Perubahan Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah 

Kabupaten Gresik dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.  Oleh  karena  itu, setiap unit kerja harus 

menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan 

sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. 

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh  Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu 

oleh seluruh jajaran di lingkup Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Kabupaten Gresik. 

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam 

rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di 

bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Gresik. Semua target dari capaian yang 

telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik pastinya akan 

tercapai dengan dukungan pihak- pihak terkait. 

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sehingga dalam pelaksanaan tugas 

memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih. 



 

 

Tabel 6.1 
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 

Tahun 2021-2026 

 

 

Tujuan 

 

 

Sasaran 

 

 

Kode 

 

 

Program dan Kegiatan 

 

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program 

(Outcome), Kegiatan 

(Output) 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  

Kondisi Kinerja Pada 

Akhir Periode Renstra 

 

Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab 

 

 

Lokasi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2020 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9)   (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Menurunnya Konflik 
Sosial 

Persentase Penurunan 
Penyelesaian Konflik 
Sosial 

8.01.01 
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai Kapasitas Internal Organisasi  85 2.187.046.273 86 2.890.130.901 87 3.262.807.991 88 4.574.424.041 89 4.692.813.345 89 4.692.813.345 89 4.692.813.345 Bakesbangpol Gresik 

 
Persentase Ketercapaian 
Sasaran Program OPD 

  
Persentase Ketercapaian Sasaran 
Program OPD 

 85 2.187.046.273 86 2.890.130.901 87 3.262.807.991 88 4.574.424.041 89 4.692.813.345 89 4.692.813.345 89 4.692.813.345 Sekretariat Gresik 

  
8.01.01.2.
01 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Kebutuhan Pelaporan 
Kinerja Dan Keuangan 

 100% 2.187.046.273 100% 23.539.845 100% 25.893.830 100% 28.483.213 100% 31.331.534 100% 31.331.534 100% 31.331.534 Sekretariat Gresik 

  
8.01.01.2.
02 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase penyelesaian 
administrasi perencanaan dan 
pelaporan keuangan 

 100% 1.612.679.000 100% 1.773.946.900 100% 1.951.341.590 100% 3.155.331.000 100% 3.155.331.000 100% 3.155.331.000 100% 3.155.331.000 Sekretariat Gresik 

  
8.01.01.2.
06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase kebutuhan koordinasi 
dan konsultasi dalam rangka 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

 100% 302.903.685 100% 333.194.054 100% 366.513.459 100% 403.164.804 100% 443.481.285 100% 443.481.285 100% 443.481.285 Sekretariat Gresik 

  
8.01.01.2.
07 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase kebutuhan fasilitasi 
sarana dan prasarana aparatur 

 100% - 100% 453.000.000 100% 498.300.000 100% 548.130.000 100% 602.943.000 100% 602.943.000 100% 602.943.000 Sekretariat Gresik 

  
8.01.01.2.
08 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase jasa fasilitasi sarana dan 
prasarana aparatur 

 100% 130.800.000 100% 143.880.000 100% 158.268.000 100% 174.094.800 100% 191.04.280 100% 191.04.280 100% 191.04.280 Sekretariat Gresik 

  
8.01.01.2.
09 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase fasilitasi pemeliharaan 
barang milik daerah 

 100% 119.263.729 100% 162.570.102 100% 262.491.112 100% 265.220.224 100% 268.222.246 100% 268.222.246 100% 268.222.246 Sekretariat Gresik 

  8.01.02 
PROGRAM PENGUATAN 
IDEOLOGI PANCASILA DAN 
KARAKTER KEBANGSAAN 

Persentase Satuan Lembaga 
Pendidikan yang menerima 
penguatan Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

 100% 1.367.239.795 100% 2.753.963.923 100% 3.029.360.315 100% 3.332.296.347 100% 3.665.525.982 100% 3.665.525.982 100% 3.665.525.982 Bidang Kesatuan Bangsa Gresik 

  
8.01.02.2.
01 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Ideologi 
Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan 
yang menerima penguatan Ideologi 
Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

 60 1.367.239.795 60 2.753.963.923 60 3.029.360.315 60 3.332.296.347 60 3.665.525.982 60 3.665.525.982 60 3.665.525.982 

Sub Bidang Ideologi 
Wawasan Dan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya, 
Agama 

Gresik 

  8.01.03 

PROGRAM PENINGKATAN 
PERAN PARTAI POLITIK DAN 
LEMBAGA PENDIDIKAN 
MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 

Peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pemilihan umum 

 100% 2.845.240.000 100% 3.712.050.000 100% 11.932.050.000 100% 95.954.050.000 100% 3.778.20.000 100% 3.778.20.000 100% 3.778.20.000 
Bidang Politik Dalam 
Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Gresik 

    
Persentase Target Partisipasi 
Masyarakat 

  
8.01.03.2.
01 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, Serta 
Pemantauan Situasi Politik 

Persentase Jumlah Dokumen  
Rumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, Serta Pemantauan Situasi 
Politik 

 100% 2.845.240.000 100% 3.712.050.000 100% 11.932.050.000 100% 95.954.050.000 100% 3.778.20.000 100% 3.778.20.000 100% 3.778.20.000 
Sub Bidang Politik Dalam 
Negeri 

Gresik 

  8.01.04 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

Persentase Organisasi 
Kemasyarakatan Yang Terdaftar 

 100% 

58.470.363 

100% 

275.000.000 

100% 

302.500.000 

100% 

332.750.000 

100% 

366.025.000 

100% 

366.025.000 
100% 
100% 

366.025.000 
Bidang Politik Dalam 
Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Gresik 

    
Persentase Tingkat Kematangan 
Layanan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  
8.01.04.2.
01 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Persentase Pembinaan LSM, OKP, 
Tomas, Orsospol & Toga 

 100% 58.470.363 100% 275.000.000 100% 302.500.000 100% 332.750.000 100% 366.025.000 100% 366.025.000 100% 366.025.000 
Sub Bidang Organisasi 
Kemasyarakatan 

Gresik 

  8.01.05 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN EKONOMI, 
SOSIAL, DAN BUDAYA 

Persentase Penanganan Konflik 
Kerukunan Umat Beragama yang 
difasilitasi 

 100% 832.399.960 100% 1.631.775.000 100% 1.794.952.500 100% 1.974.447.750 100% 2.171.892.525 100% 2.171.892.525 100% 2.171.892.525 Bidang Kesatuan Bangsa Gresik 

  
8.01.05.2.
01 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 

Persentase Penanganan Konflik 
Kerukunan Umat Beragama yang 
difasilitasi 

 100% 832.399.960 100% 1.631.775.000 100% 1.794.952.500 100% 1.974.447.750 100% 2.171.892.525 100% 2.171.892.525 100% 2.171.892.525 
Sub Bidang Ideologi 
Wawasan Dan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya, 

Gresik 



 

 

Ketahanan Ekonomi, Sosial 
dan Budaya 

Agama 

  8.01.06 

PROGRAM PENINGKATAN 
KEWASPADAAN NASIONAL 
DAN PENINGKATAN 
KUALITAS DAN FASILITASI 
PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 

Persentase Pembentukan FKDM 
ditingkat Kecamatan dan Desa 

 100% 270.894.200 100% 1.150.000.000 100% 1.265.000.000 100% 1.392.500.000 100% 1.530.650.000 100% 1.530.650.000 100% 1.530.650.000 
Sub Bidang Kewaspadaan 
Dini Dan Penanganan 
Konflik 

Gresik 

 


